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ABSTRAK 
Nama  : Usman 
Nim  : 10500113009 
Judul : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa  
Lanjut Usia Pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN. Maros. 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa lanjut usia. Pokok masalah tersebut 
selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, 
yaitu: 1) Dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa lanjut usia pada 
putusan nomor 75/Pid.B/2016/PN.Maros. 2) Apakah pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa lanjut usia pada putusan nomor 
75/Pid.B/2016/PN.Maros sudah tepat.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan 
antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris.  Adapun sumber 
data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini 
tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer 
yang bersumber dari Hakim di Pengadilan Negeri Maros. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Dasar penerapan hukum pidana 
materil terhadap terdakwa lanjut usia pada dasarnya tidak ada perbedaan yang 
mendasar apabila seseorang telah melakukan tindak pidana. Karena hukum pidana 
tidak membedakan status seseorang apabila dia melakukan kejahatan. Akan tetapi ada 
pertimbangan lain yang mempengaruhi pemikiran hakim dalam menjatuhkan 
putusannya sebab secara psikologis si terdakwa  sudah  berstatus lanjut usia. 2) 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa lanjut 
usia pada putusan nomor 75/Pid.B/2016/PN.Maros, terdapat kekeliruan karena di 
dalam putusan hakim tidak mencantumkan pertimbangan mengenai hal-hal yang 
memberatkan  dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 
Implikasi Penelitian yakni 1) bagi penulis yakni agar kiranya proses dan hasil 
penelitian ini dapat menambah  pengetahuan ilmiah 2) Bagi institusi yakni Agar 
kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi 
keilmuan dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa lanjut usia 3) bagi masyarakat yakni di harapkan agar masyarakat tidak  
mengulangi tindak pidana  serupa yang dilakukan oleh terdakwa yang lanjut usia. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
  
A. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, di cetuskan oleh para 
the founding father yang punya cita-cita besar kepada kita semua sebagai penerus 
bangsa Republik Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut dibentuklah 
pemerintahan Republik Indonesia seperti tercermin dalam pembukaan undang-
undang dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa membentuk suatu 
pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu 
landasan perlindungan masyarakat (social diffence). Pandangan yang lain juga 
kita bisa lihat dari cita-cita bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Dengan demikian, upaya 
pemerintah bukan hanya perlindungan masyarakat tetapi juga kesejahteraan 
masyarakat (social walfare). 
Dalam  kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan 
yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena 
keinginan desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan 
manusia dapat terpenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak 
memerlukan desakan dari dalam orang lain. Kebutuhan yang mendesak harus 
dipenuhi dengan secepatnya biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran yang 
matang dan dapat merugikan lingkungan atau manusia yang lain.
1
 
                                                          
1
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3. 
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Maraknya kejahatan yang terjadi hingga hari ini terus menerus 
berkembang, maka banyak pula korban dari kejahatan tersebut yang telah 
dirugikan. Suatu misal kejahatan telah banyak dirugikan oleh korban yang sering 
terjadi dan tidak asing lagi dikalangan masyrakat yaitu  tindak pidana pencurian. 
Tindak pidana pencurian di Indonesia sangat marak terjadi dan sering kita 
dengarkan, bahkan mungkin kita pernah jadi korban tindak pidang pidana 
pencurian tersebut. Namun satu hal yang disesalkan adalah tindak pidana 
pencurian yang telah dilakukan oleh pelaku lanjut usia bukannya memperbanyak 
amal untuk menghadap sang Ilahi malah menambah dosa dan memperburuk 
keadaan. Akan tetapi para lanjut usia dalam melakukan tindak pidana bukanlah 
murni sebagai tindak kejahatan. Hal ini ada pengaruh-pengaruh lain yang 
memepengaruhi dirinya baik dari segi fisiknya yang lemah, pemikiran 
psikologinya, ataupun gaya hidup sosialnya yang belum mampu diraih untuk 
kesejahteraan hidup. 
Dalam kehidupan ini menjadi dewasa itu pasti, karena setiap manusia 
tentunya akan ada masa anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua itu sudah 
keputusan mutlak sebagai manusia. Biasanya orang yang sudah lanjut usia atau 
lansia mereka hidupnya tidak berarti, arogan, dan tubuhnya tidak berfungsi lagi 
dengan baik, namun dengan usia yang sudah lanjut usia perlu adanya ketentraman 
hidup mereka. Mereka sebagai lansia ingin hidup sejahtera, damai, dan tidak lagi 
memikirkan hal-hal yang membebani pikiran-pikiran mereka di usia yang tidak 
mudah lagi. 
Seseorang yang lanjut usia biasanya merasa terpuruk dengan kehidupan 
yang baru, sehingga dibutuhkan adanya persiapan secara sosial dan psikologis 
untuk menghadapi kemungkinan baru yang akan muncul dalam kondisinya 
menjadi tua. Persiapan itu tentunya seperti persiapan menghadapi kehilangan 
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pasangan hidup, berpisah dengan anak dan cucu, ketidakcocokan hubungan antara 
anak dengan menantu, tidak terpenuhinya tuntutan ekonomi, kesepian, kurang 
terjalinnya hubugan antar tetangga, dan kerabat dan sejawat. 
Masalah yang timbul ketika manusia sudah menjadi lajut usia adalah lansia 
sering dinilai tidak kreatif, kembali ke masa anak-anak, egois, keras kepala, suka 
mencela, bingung, kurang menjaga kebersihan, penyakitan, dan kurang merasa 
bahagia. Kemudian ada juga masalah yang terjadi pada lansia yaitu gangguan 
perasaan dan merasa terpuruk karena sudah menjadi tua meninggalkan sesuatu 
yang belum mampu diraih dalam hidupnya seperti impian membahagiakan 
keluarga. 
Seperti yang selama ini terjadi seputar masalah kasus lansia di Indonesia 
terdata 23 juta lansia saat ini, sekitar 58 persen dari jumlah lansia  tersebut masih 
potensial, pada 2020 diperkirakan jumlah lansia di Indonesia akan berlipat ganda 
menjadi 28,9 juta atau naik menjadi 11,11 persen, meningkat dua kali lipat selama 
dua dekade Menteri Sosial mengatakan, kemampuan anggaran Kementerian 
Sosial sebesar Rp 145 Miliar hanya mampu menangani 44,441  lansia dari 2,9 juta 
lansia  terlantar setiap tahunya.
2
 
Sejauh ini tidak ada yang terlalu memperhatikan bagaiamana negara 
ataupun hukum memberi perhatian yang kurang terhadap lansia terlebih ketika 
mereka berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan. Orang-orang justru 
selalau ramai membahas wanita dan anak baik sebagai korban maupun sebagai 
pelaku kejahatan. Seolah-olah lansia bukan mahluk lemah yang juga pantas 
dilindungi serta diayomi sebagaimana wanita dan anak, baik saat dia menjadi 
korban kejahatan ataupun saat dia menjadi pelaku kejahatan. 
                                                          
2 www.hukumonline/com/berita/baca/uu-kesejahteraan-lansia. akses pada tanggal 4 
Januari 2013. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 
Lanjut Usia  disebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai 
usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Dalam undang-undang tersebut lansia 
digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:  
1. Lanjut usia potensial 
Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang mampu melakukan 
pekerjaannnya  dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang 
dan/atau jasa. 
2. Lanjut usia tidak potensial 
Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari 
nafkah sehingga hidupnya bergantung bantuan kepada orang lain.
3
 
Orang-orang yang sudah lanjut usia baik potensial mapun tidak potensial 
biasanya kondisi fisiknya melemah jika dibandingkan dengan usai muda. Sudah 
sepantasnya mereka mendapat perhatian lebih dari masyrakat ataupun dari aparat 
penegak hukum yang melakukan proses hukum terhadap para lansia yang 
melakukan tindak pidana. Lansia merupakan golongan masyrakat yang lemah 
disamping wanita dan anak, namun pada kenyataannya wanita dan anak selalu 
ditempatkan pada posisi khusus ditengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan 
lansia. Kenyataan ini dapat dilihat dalam berbagai hal contohnya di LSM 
(Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lembaga-lembaga lain yang begitu 
mengupayakan hak-hak serta keselamatan anak dan perempuan. Sementara untuk 
lansia sendiri jarang diakaji oleh banyak orang. 
Untuk menindak lanjuti para pelaku tindak pidana yang lanjut usia (lansia) 
dalam proses beracara di Pengadilan dalam praktiknya hakim dalam memutuskan 
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 Lihat Pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia. 
 
5 
 
ada banyak aspek yang harus dia pertimbangkan dan terkadang menjadi simpang 
siur antara kepastian undang-undang dengan rasa keadilan dari sisi kemanusiaan. 
Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang 
oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara  
pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat 
berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan 
dipengaruhi oleh hal yag ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari 
faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga 
dapat dimungkinkan adanaya perbedaan cara pandang sehingga menpengaruhi 
pertimbangan dalam memberikan putusan.
4
 
Mengacu pada tata cara proses dan proses persidangan yang ada, sebelum 
seseorang dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian 
dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum 
yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu 
perkara, maka hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil 
keputusan. Pertimbangan hakim itu dapat menjadi berupa hal yang telah diatur 
dalam KUHP maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, 
misalnya pertimbanagan sosiologis terdakwa. 
Proses peradilan di Pengadilan hari ini hakim dalam menangani perkara 
pidana yang terdakwanya lanjut usia harus mempertimbangkan unsur-unsur 
objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan  Pasal 197 
huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum  Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:  
“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 
atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa.” 
                                                          
4
 Oemar Seno Aji, Hukum  Hakim Pidana, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h. 12. 
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Pada intinya bahwa hakim dalam memberikan putusan harus 
mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan 
terdakwa apabila tidak terlasana tentu dapat menimbulkan suatu ketidak 
percayaan terhadap putusan hakim. Sebagai contoh dari penelitian terhadap 120 
narapidana yang dilakukan oleh Muladi sekitar tahun 1985 hampir 50 % 
narapidana mengatakan bahwa putusan hakim masih kurang sesuai dengan 
seharusnya.
5
 Apabila dihubungkan dengan kondisi yang saat ini dengan putusan 
terdakwa yang lanjut usia dan putusan-putusan kasus lain maka tentu sudah 
berapa banyak hasil putusan yang dikeluarkan hakim tidak sesuai dengan apa 
yang seharusnya. 
Putusan hakim juga bisa menimbulkan malapetaka kemanusiaan apabila 
putusan itu tidak cermat, keliru, atau salah, jika hakim salah mejatuhkan putusan, 
maka bisa terjadi pihak yang sebenarnya tidak bersalah justru dihukum, yang 
berhak justru kehilangan hak, yang seharunya dibebani kewajiban lepas dari 
beban kewajiban. Kasus sengkon, karta dan beberapa kasus yang serupa yang 
terjadi kemudian adalah contoh dari putusan semacam itu.
6
 
Merujuk Kasus putusan perkara pidana nomor 75/Pid.B/ 2016/PN. Maros 
apabila dilihat secara normatif tentunya akan menarik karena pelaku yang 
notabene lanjut usia tentunya akan menjadi pertimbangan yang meringankan 
sedangkan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ternak yang 
merugikan pihak korban tentu menjadi pertimbangan yang memberatkan. Dengan 
pertimbangan tersebut apakah hakim dalam menjatuhkan putusan sudah benar dan 
tepat sesuai amanat hukum pidana. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik  mengangkat 
masalah tersebut kedalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 
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“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Lanjut Usia Pada 
Putusan Nomor: 75/ Pid.B/ 2016/PN. Mrs”. 
B. Fokus penelitian dan deskripsi Fokus 
1. Fokus Peneitian 
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya terhadap pertimbangan 
hakim dalam memberikan putusan terhadap penjatuhan pidana bagi terdakwa 
yang lanjut usia di Pengadilan Negeri Maros dalam kasus tindak pidana pencurian 
ternak hal ini sesuai dengan putusan nomor 75/ Pid.B/ 2016/ PN.Mrs. 
2. Deskripsi Fokus 
Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada 
orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh 
Undang-undang.  
Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana 
merupakan bagian dari hukum penitensir yang berisi tentang jenis pidana,  batas-
batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankanya, 
begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan 
pidana.
7
  
Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) 
tahun ke atas.
8
 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah argumentasi 
hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah dikeluarkan terhadap terdakwa 
yang telah diadili dalam proses beracara di Pengadilan. 
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 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) ,h. 23.  
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C. Rumusan masalah 
Berdasrkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 
dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa lanjut 
usia pada putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Mrs? 
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa yang lanjut usia pada putusan nomor 75/Pid.B/2016/PN.Mrs 
sudah tepat?   
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap 
terdakwa yang berusia lanjut di Pengadilan Negeri Maros peneliti menemukan 
referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman 
dalam penelitian ini, di antaranya : Pertama, buku yang berjudul : Penemuan 
Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif oleh Ahmad Rifai, buku 
ini membahas tentang bagaiamana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. Penjatuhan putusan yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa 
keadilan, kebenaran, dan yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyrakat 
yang luas, bangsa dan negara.
9
 
kedua, buku yang berjudul : Pelajaran Hukum Pidana oleh Adami 
Chazawi, dalam buku ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
penjatuhan pidana termasuk jenis-jenis pidana dan teori pemidanaan. 
10
 
ketiga, buku yang berjudul : Wajah Hakim Dalam Putusan Oleh Amzulian 
Rifai, Dalam buku ini merepakan hasil riset terhadap putusan hakim yang 
dibangun atas premis nilai  tertentu yang beresensi pada martabat manusia, 
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 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim,( Jakarta : Sinar Grafika, 2010) 
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moralitas hukum, dan doktrin hukum progresif. Tujuannya untuk memetakan 
apakah dari jumlah putusan yang dapat diakses oleh peneliti terhadap muatan-
muatan hukum progresif dan nilai-nilai hak asasi manusia. Lebih lajut buku ini 
memberikan gambaran tentang bagaimana kualitas putusan hakim di Indoensia 
dan bagaimana paradigma hakim di dalam mengadili perkara yang dihadapkan 
kepadanya.
11
 
Keempat, skripsi yang berjudul “tinajauan yuridis penjatuhan pidana 
terhadap terdakwa yang berusia lanjut”(study kasus putusan No. 356/ 
Pid.B/2012/PN.Sgm) yang diselesaikan pada tahun 2014 oleh Muhammad fadil 
Paramajeng dan merupakan mahasiswa hukum dari Universitas Hasanauddin. 
Dalam skripsinya telah membahas terdakwa yang lanjut usia dalam kasus asusila   
pemerkosaan terhadap anak dengan melakukan penelitian di pengadilan Negeri 
Sungguminasa.
12
 Dalam hal ini ada kemiripan dengan judul skripsi penulis akan 
tetapi yang membedakan adalah dimana penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Maros dalam kasus tindak  pidana biasa yaitu tindak pidana 
pencurian ternak yang dilakukan terdakwa. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini ialah : 
a. Untuk  mengetahui bagimana penerapan hukum pidana materil terhadap 
terdakwa yang lanjut usia pada putusan No. 75/Pid.B/2016/PN.Mrs. 
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b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa yang lanjut usia dalam perkara 
No.75/Pid.B/2016/PN.Mrs. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah : 
a. Kegunaan ilmiah 
1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau 
referensi bagi yang ingin mengetahui serta meneliti lebih jauh tentang 
tinjauan yuridis terhadap penjatuahan putusan terhadap teradakwa 
yang lanjut usia. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran  
dalam penerapan hukum pidana terhadap terdakwa yang berlanjiut 
usia. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi 
masyrakat untuk mencegah terulangnya tindak pidana yang serupa. 
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 BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Pidana 
1. Pengertian Pidana 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan 
istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum 
sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. 
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 
dijatuhkan / diberikan oleh  negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai 
akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 
hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai 
tindak pidana (straf  baar feit)
1
 
Pidana ialah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara 
sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, uakni 
semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan yang harus 
ditegakkan oleh negara
2
 
Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan hukum adalah suatu 
perbuatan oleh masyarakat diraskan sebagai suatu perbuatan yang tidak  boleh 
atau tidak dapat dilakukan.
3
 
Moelajtno mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan oleh aturan 
hukum dilarang atau dianacam dengan pidana, barang siapa yang melanggar hal 
tersebut, perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang 
merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan denagn atau menghambat akan 
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 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: Raja Pers, 2005),h. 24. 
2
 P.A.F. Lamintang, Hukum Panintensir Indonesia (Bandung : Amico, 1984), h. 34. 
3
Matiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia 
(Jakarta : PT. Prdiya Pramimtha, 1997), h. 17. 
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terlaksananya akan tetanam dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan 
adil.
4
  
Menurut Sudarto,
5
 pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara 
kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-
undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan berbagai nestapa. Pemberian 
nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar 
ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi 
jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan 
norma-norma yang diakui dalam hukum. 
Berdasarkan pengertian pidana diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana 
mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu : (1) pidana itu pada hakikatnya 
merupakan suatu pengenaan penderitaa atau nestapa atau akibat-akibat lain yang 
tidak meneyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau 
badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang); (3) pidana itu 
diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-
undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri 
seseorang karena telah melanggar hukum.
6
 
2. Jenis-Jenis Pidana 
Stelsel pidana Indonesia pada dasrnya diatur dalam buku I KUHP dalam 
bab ke2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh 
mengenai hal-hal tertentu dalam beberpa peraturan yaitu: 
a. Reglement  Penjara (Stb 1917 No.708) yang elah diubah dengan LN 1948 
No. 77; 
                                                          
4
Matiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, h,16.  
5
 Niniek Suparni, dkk, Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Rangka Mengembalikan 
Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU no. 31 Tahun 1999 Jo. UU no. 20 
tahun 2001 (Jakarta : Lipi Press, 2008), h. 11. 
6
 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , h. 186. 
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b. Ordonasi Pelepasan Bersyrat (Stb 1917 No. 749); 
c. Reglement Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No.741); 
d. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan. 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci 
jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut 
stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok 
dengan pidana tambahan. 
Pidana pokok terdiri dari : 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 
c. Pidana kurungan; 
d. Pidana denda; 
e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasrkan UU No. 20 tahun 1946). 
Pidana tambahan terdiri dari: 
a. Pidana pencabutan hak tertentu; 
b. Pidana perampasan barang-barang tertentu; 
c. Pidana pengumuman petusuan hakim.7 
3. Teori Pemidanaan 
Teori tujuan pemidanaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun 
secara subtansi sama. Teori-teori tujuan pemidanaan tersebut pada umumnya ada 
3 (tiga) teori yang sering di gunakan dalam mengkaji tentang tujuan permidanaan 
yaitu : 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 
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Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana 
tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah 
melakukan kejahatan. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat 
mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa 
depan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat 
dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu 
pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan tetapi harus 
dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si 
penjahat sendiri. Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 
Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu 
diperlukan pidana. 
c. Teori Integrative atau Teori Gabungan 
Menurut teori penggabungan ini berdasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 
menjadi dasar dari tujuan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 
dua golongan besar yaitu, sebagai berikut: 
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 
boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat 
dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
15 
 
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan 
yang dilakukan terpidana.
8
 
Pada umumnya teori pemidanaan tidak dirumuskan dalam perumusan 
perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutkan dengan teori yang 
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan 
dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah penecegahan dilakuannya oleh 
pembuat (preveni khusus) maupun pencegahan yang sangat mungkin (potential 
offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum). 
Tujuan pengenaan pidana didalam KUHP peninggalan colonial belanda 
yang berlaku sampai sekarang ini memang tidak dirumuskan secara eksplisit, 
namun demikian rancangan KUHP tahun 2012 telah merumuskan secara eksplisit 
tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 52 yaitu: 
a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 
demi pengayoman masyrakat; 
b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadi yang baik dan berguna; 
c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyrakat; 
d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Pasal 51 ayat (2) konsep rancangan KUHP sendiri menyebutkan bahwa 
pemidanaan bertujuan semata-mata untuk menderitakan dan tidak diperkenankan 
merendahlan martabat manusia. Tujuan pidana yang diharpakan adalah untuk 
mencegah terjadinya suatu kejahatan berikutnya, untuk perbaikan terhadap si 
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penjahat, menjamin ketertiban umum dan berusaha menakuti calon penjahat agar 
tidak melakukan kejahatan.  
Karena tujuannya bersivat integrative maka perangkat tujuan pemidaan 
adalah : 
a) Pencegahan umum dan khusus; 
b) Perlindungan masyarakat; 
c) Memelihara solidaritas masyarakat; 
d) Pengimbalan/pengimangan.9 
B. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kata pencurian 
diartikan sebagai proses, cara, perbuatn mencuri pengertian ini berbeda dengan 
pengertian sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal tersebut 
dapat dimaklumi sebab menurut perundang-undangan haruslah memenuhi unsur-
unsur yang lengkap dari satu Pasal yang didakwakan jika terjadi pelanggaran 
terhadap aturan perundang-undanagan itu sendiri maupun untuk merumuskan 
sebuah tindakan apakah masuk kategori tindak pidana atau bukan Pasal 362 
KUHP berbunyi: 
Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900,-
10
 
Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara 
melawan hukum.
11
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17 
 
Pencurian secara bahasa diambil dari kata dasar curi dengan pemberian 
awal pe- dan akhiran-an yang berarti mengambil sesuatu yang bukan miliknya. 
Sedangkan orang yang melakukan tindakan pencurian disebut pencuri.
12
 
Pencurian adalah barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya 
atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau denda paling banyak Rp 60.000 (enam puluh ribu). Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362.
13
 
Menurut Mr Blok ialah suatu perilaku yang memebuat suatu  benda berada 
dalam penguasaannya yang nyata, atau berada kekuasaannya atau didalam 
detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda 
itu.
14
 
2. Unsur-Unsur Pencurian 
Bertolak ukur dari rumusan Pasal 362 KUHP yang sudah diuraikan 
sebelumnya, maka unsur-unsur pencurian meliputi: 
a. Perbuatan mengambil 
Unsur pertama dari pencurian ini adalah mengambil barang, maksudnya 
bahwa barang tersebut dibawah penguasaannya yang menyebabkan dibarang yang 
diambil tidak lagi menjadi milik dari pemilik semula.  
Yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya 
untuk mengambil barang itu dan barang tersebut belum dalam kekuasaannya, 
apabila sewaktu memiliki barang tersebut telah berada ditangannya, maka 
perbuatan bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan 
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 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidan, h. 39. 
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 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 
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(pencurian) itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut dan belum 
berpindah tempat. Bila mana orang baru memegang saja barang tersebut dan 
belum pindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan 
mencoba mencuri.
15
 
Jika seseorang telah mengangkat suatu barang dengan maksud untuk 
membawa kedalam penguasaanya yang dengan maksud untuk membawa kealam 
penguasaan yang nyata tanpa bantuan atau izin lain dari pemiliknya, akan tetapi 
diketahui oleh orang lain bahwa telah meletakkan barang tersebut ke tempat 
semula, maka orang itu dapat dipandang selesai melakukan perbatan mengambil 
seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP. 
b. Yang diambil harus sesuatu barang  
Sebagaiman diatur dalam KUHP,   bahwa pencurian digolongkan sebagai 
salah satu bentuk dari kejahatan terhadap harta bnda orang lain. Hal ini berarti 
bahwa yang menjadi objek pencurian adalah barang. 
Mengenai objek pencurian Simons mengemukakan pendapatnya, yaitu : 
segala sesuatu merupakan bagian harta kekayaan seseorang yang dapat diambil 
oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.
16
 
Pendapat tersebut berarti bahwa yang dapat menjadi objek pencurian itu 
hanyalah barang-barang yang ada pemiliknya yang jelas dan sah menurut hukum. 
Sedangkan untuk barang yang tidak ada pemiliknya (Res Nulius) pada hakikatnya 
tidak dapat dijadikan objek pencurian. 
Disamping itu, masih terdapat lagi barang-barang yang tidak dapat 
dijadikan sebagai objek pencurian, yakni barang yang semula ada pemiliknya 
tersebut dilepaskan haknya sebagai pemilk barang atau barang biasa disebut “ Res 
                                                          
15
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delictael”. Contohnya pakaian yang oleh pemilknya dibuang ke tempat sampah, 
barang-barang yang hilang dan tidak dapat diaharpakn kembali oleh pemilknya 
dan lain-lain. 
Dalam Pasal ini, yang dimaksud dengan barang sebagai objek pencurian 
adalah barang yang berharga yang ekonomis dan barang berharga tidak ekonomis. 
Barang berharga ekonomis dimaksudkan adalah barang tersebut mempunyai nilai 
uang atau setidak-tidaknya dapat ditukarkan dengan uang. Sedangkan barang 
berharga tidak ekonomis yaitu barang yang tidka memiliki nilai tukar uang, tetapi 
menurut ukuran pihak korban pncurian, barang tersbut mempunyai nilai dan 
berharga. Contohnya : surat biasa beberapa helai rambut dari seseorang yang telah 
wafat dan sangat dicintainya ataupun beberapa kertas dari buku yag telah dirobek . 
c. Barang itu seluruh atau sebagaian kepanyaan orang lain. 
Secara sederhana, penulis akan memberikan contoh mengenai barang yang 
seluruhnya kepunyaan  orang lain. Misalnya : si A membeli laptop yang kemudian  
si B mencuri laptop tersebut yang di beli oleh si A. Laptop ini sepenuhnya milik si 
A sehingga si B tidak mempunyai hak milik atas laptop yang telah dicurinya. 
Pengertian barang sebagian kepunyaan milik orang lain, contohnya : si A 
bersama si B membeli mobil, maka mobil tersebut tersebut kepunyaan si A  dan si 
B (milik bersama) yang kemudian disimpan di rumah A, si B menerima warisan 
dari si C,  disimpan dirumah si A kemudian di curi oleh si B, dalam hal ini barang 
yang dicuri oleh si B sebahagian kepunyaan si A.
17
 
Yang dimaksud dengan orang lain adalah tidak termasuk suami istri 
khusus untuk penerpan ketentuan Pasal 362 KUHP dari orang lain di luar yang 
melakukan pencurian seperi contoh tersebut diatas bahwa si A atau si B atau 
sebaliknya.
18
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d. Pengambilan dilakukan dengan “maksud untuk memiliki” barang dengan cara 
melawan hukum. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
1) Maksud untuk memiliki 
Maksud ini adalah maksud batin dari pelaku. Unsur memiliki adalah 
tujuan akhir dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya sebagai niat. Unsur 
memiliki ada tujuan terdekat dari perbuatan mengambil, sebab apabila pelaku 
mengambil barang tetapi tanpa maksud untuk memiliki maka tidak dapat dipidana 
berdasar Pasal 362 KUHP, tetapi mungkin dengan ketentuan lain.
19
 
Dalam perbuatan dengan maksud untuk memiliki “niat” dari pelaku ada 
sebelum barang itu diambil. Pelaku dipandang telah menyadari dan tahu bahwa itu 
kepunyaan milik orang lain yang dimiliki secara melawan hukum. 
2) Melawan hukum 
Melawan hukum dimaksud melekat pada unsur “dengan maksud untuk 
memilki” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Hal itu berarti bahwa “melawan 
hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan 
hukum tertulis yakni Undang-Undang atau ketentuan beraku. 
 Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum menurut Moch Anwar yaitu 
sebagai berikut:  
Pendapat yang berpendirian formil menyatakan bahwa pengertian 
melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki suatu rumusan 
undang-undang yang digariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-
undang dalam hal ini bersifat melawan hukum.
20
 
Pendapat yang berpendirian ajaran materil (dianut oleh HR dan MA RI 
dalam Yurisprudensi) berpendapat bahwa : perbuatan yang mencocoki rumusan 
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undang-undang belum tentu bersfat melawan hukum sebab hukum hanya terdiri 
dari undang-undang saja, tetapi diluar dari pada undang-undang. 
3. Jenis-jenis Pencurian   
Adapun jenis pencurian yang diatur dalam KUHP, yaitu mulai dari Pasal 
362 sampai Pasal 367 KUHP sebagai berikut:  
a. Pasal 362 KUHP, adalah delik pencurian biasa; 
b. Pasal 363 KUHP. Adalah delik pencurian berkualifikasi atau dengan 
pemberatan; 
c. Pasal 364 KUHP, adalah pencurian ringan; 
d. Pasal 365 KUHP, adalah pencurian kekerasan; 
e. Pasal 366 KUHP, adalah pencurian dalam keluarga. 
Untuk lebih jelasnya mengenai delik pencurian tersebut diatas, penulis 
akan menguraikan sebagai berikut: 
a. Pencurian Biasa 
Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana 
untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok” pencurain biasa ini 
perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: 
Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pe ncurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp 900,- 
b. Pencurian dengan pemberatan  
Pemcurian ini termasuk pencurian instimewa maksudnya suatu pencurian 
dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga lebih berat 
22 
 
diancama hukuman maksimal lebih tinggi yaitu lebih berat dari hukuman penjara 
lima tahun.
21
 
Suatu perbuatan dapat digolongkan menjadi pencurian berat, apabila 
memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, juga harus memenuhi unsur lain yang 
terdapat dalam Pasal 363 KUHP. 
Andi Hamzah menerjemahkan Pasal 363 KUHP  sebagai berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 
Ke -1 Pencurian ternak 
Ke-2 Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau 
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelekaan kerta api, 
huru hara, pemberontakan atau bahaya perang. 
Ke-3 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakaukan oleh orang yang ada disitu tidak 
diketagui atau dikehendaki oleh orang yang berhak; 
Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
Ke-5 Pencurian yang untuk maksud ketempat melakukan kejahatan atau 
untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, 
atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. 
2) Jika pencurian yang terangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal 
dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 
tahun.
22
 
 
                                                          
21
 Sudrajat Basar, Tindak pidana tertentu dalam KUHP, (Bandung : Remaja Karya, 
1984), h. 56. 
22
 Soenarto, Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, 
(Jakarta: Sinar Gratik,2002), h. 223-224. 
23 
 
c. Pencurian Ringan 
Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: 
Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga 
perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang 
yang dicuri tidak lebih dari lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai pencurian 
ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan 
ratus rupiah.
23
 
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP maka unsur-unsur pencurian 
ringan adalah pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih, tetapi syarat barang 
yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupaih, pencurian yang 
dilakukan dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan 
membongkar, memecah dan sebagainya masuk  dalam pencurian ringan, jika 
disamping harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dan juga 
dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 
d. Pencurian dengan Kekerasan 
Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam 
Pasal 365 KUHP, jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah pencurian 
dengan kekerasan. 
Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah 
sebagi berikut: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
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mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk  
tetap mengusai barang yang dicurinya. 
2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun. 
Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau 
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama. 
Ke-3 Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, 
merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu,  perintah palsu 
atau pakaian jabatan palsu. 
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan denagn luka-luka berat. 
3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun. 
4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka 
berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) 
ke-1 dan ke-3.
24
 
e. Pencurian dalam kalangan keluarga  
Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang  rumusannya 
sebagai berikut: 
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1) Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 
bab ini ada suami (istri) dari orang yang kena kejahatan dan tidak terpisah 
meja makan dan tempat tidur atau terpisah harta benda, maka terhadap 
pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana . 
2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat 
tidur atau harta benda atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, 
baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyamping 
dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakaukan 
denagn penuntutan, kalau ada pengadilan dari orang yang dikenakan 
kejahatan itu. 
3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakaukan oleh 
oarang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku 
juga bagi orang itu.
25
 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini 
merupakan pencurian dikalanagan keluarga artinya baik pelaku maupun 
korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seseorang 
suami atau istri melakukan sendiri atau membantu orang lain pencurian terhadap 
harta benda istri atau suaminya.   
C. Tinjauan Tentang Lanjut Usia 
1.    Pengertian lanjut Usia 
Proses menua atau aging adalah suatu proses alami pada semua makhluk 
hidup Laslet (Cazelli dan Lopez, 1996) menyatakan bahwa menjadi tua 
merupakan proses biologis secara terus-menerus yang dialami manusia pada 
semua tingkatan umur dan waktu, sedangkan usia lanjut adalah (old age) adalah 
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istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Semua makhluk hidup 
memiliki siklus kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran 
kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi 
seamki tua dan akhirnya akan meninggal. Masa usia lanjut merupakan masa yang 
tidak bisa dielakkan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang. 
yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak 
terlalu cepat, karena pada hakikatnya dalam proses menua terjadi suatu 
kemuduran atau penurunan.
26
 
Di negara-negara seperti Amerka Serikat, Kanada, Belanda, Ausralia, 
Swedia dan beberapa negara Eropa lainya yang angka harapan hidup 
penduduknya relatif lebih tinggi dari pada negara-negara berkembang, 
menggunakan batasan usia 65 tahun sebagai batas terbawah untuk kelompok 
penduduk usia lanjut, agak berbeda dengan negara Asia, ternmasuk Indonesia 
yang menggunakan batasan usia lanjut enam puluh tahun ke atas.
27
 
 Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan usia lanjut diatur dalam suatu 
undang-undang yaitu undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 
 Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tersebut 
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang 
berusia 60 tahun ke atas. 
Lansia menurut keputusan Menteri Sosial RI Nomor : HUK.3-1-50/107 
Tahun 1971, seseorang dinyatakan sebagai orang jompo atau lanjut usia setelah 
bersangkutan mencapai usia lima puluh lima tahun, tidak mempunyai kekuatan 
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untuk menafkahi dirinya sendiri dan kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga 
hanya menerima dari nafkah orang lain.
28
 
Menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip oleh Argyo Demartoto 
menjelaskan bahwa orang yang kira-kira mulai terjadi pada usia enam puluh tahun 
ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang 
cenderung mengarah ke penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak 
bahagia.
29
 
Menurut Budi Anna Keliat usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir 
perkembangan pada daur kehidupan manusia. Sedangkan  menurut Nugroho.W. 
mengatakan menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam 
kehidupan manusia. Menjadi merupakan  proses alamiah, yang berarti seseorang 
telah melalui tiga tahap kehidupannya yaitu anak, dewasa dan tua.
30
 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang 
menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah 
disebut lanjut usia.
31
 
Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan suatu proses yang 
berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, merupakan proses 
menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadap rangsangan dari dalam dan dari  
luar tubuh yang berakhir mengakibatkan kematian. 
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 Proses menua merupakan kombinasi bermacam-macam factor yang saling 
berkaitan. Sampai saat ini, banyak definisi dan teori yang menjelaskan tentang 
proses menua yang  tidak seragam. Secara umum  proses menua didefinisikan 
sebagai perubahan yang terkait dengan waktu, bersifat universal, instrinsik, 
progersif, dan dentrimental. 
 Maka ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi 
kapan seorang dikatan tua, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kronologis. 
Usia biologis adalah usia yang didasarkan pada kapasitas fisik/biologis seseorang, 
sedangkan usia kronologis adalah usia seseorang yang didasarkan pada hitungan 
umur seseorang. Sering terjadi kesesenjangan antara umur biologis dan umur 
kronologis pada seseorang. Seseorang yang secara kronologis masih tergolong 
muda, namun secara fisik sudah nampak tua dan lemah, sebaliknya, seseorang 
yang secara kronologis sudah tergolong tua, namun secara fisik nampak masih 
muda, segar, gagah, tegap, dan sebagainya. Cara yang lebih mudah untuk 
mengidentifikasi seseorang sudah tergolong tua atau belum adalah usia 
kronologis, usia yang didasarkan pada umur kelender, umur dari ulang tahun 
terakhir.
32
 
2. Klasifikasi Lanjut Usia 
Klasifikasi berikut adalah pada lansia : 
a. Pralansia (presinelis) 
Seseorang yang berusia 45- 59 tahun. 
b. Lansia  
Sesorang yang berumur 60 tahun keatas. 
c. Lansia resiko tinggi  
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Seseorang yang berusia 70 tahun keatas atau lebih  seseorang yang berusia 60 
tahun keatas atau lebih dengan masalah kesehatan. 
d. Lansia potensial 
Lansia yang masih mampu melkuakn pekerjaan dan aau kegiatan yang dapat 
mengahsilkan barang atau  jasa. 
e.   Lansia tidak potensial 
 lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung 
kepada orang lain.
33
 
3. Pandangan Islam Tentang Lanjut Usia 
Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj (22) Ayat 5: 
 ٰيآ ٰ ي ٰه ٰنلاٰا ٰساٰٰ إ ٰٰنٰ ٰك ٰٰن ت ٰمٰٰ  ف ٰرٰ ٰي ٰبٰ
 ٰم ٰنٰ ٰلا ٰ ب ٰع ٰسٰ ٰٰف ٰإ ن ٰخٰا ٰل ٰٰق ن ٰك ٰمٰ
 ٰم ٰنٰ ٰ ت ٰر ٰباٰ ٰ ثٰ
 ٰم ٰنٰٰ ن ٰط ٰف ٰةٰ ٰ ثٰ  ٰم ٰنٰ ٰع ٰل ٰق ٰةٰ ٰ ثٰ ٰم ٰنٰ ٰم ٰض ٰغ ٰةٰ ٰ م ٰل ٰق ٰةٰ ٰوٰ ٰغ ٰ يٰ ٰ م ٰل ٰق
 ٰةٰٰ ٰل ن ٰ ب ِٰيّٰٰ ل ٰك ٰمٰ ٰوٰٰ ن
 ٰق ٰرٰٰ  ف ٰ  ْاٰ ٰر ٰح ٰماٰ ٰم ٰنٰا ٰش ٰءاٰ
 ٰإٰ ل ٰعٰ ٰج ٰلٰ ٰم ٰس ٰم ٰ ثٰ ىٰ ٰ ٰن ر ٰج ٰك ٰمٰ
 ٰط ٰفًٰل ٰ ثٰٰٰ ٰل ت ٰ ب ٰل ٰغ ٰأٰ او ٰش ٰد ٰك ٰمٰ ٰوٰ
 ٰٰم ن ٰك ٰمٰ ٰم ٰنٰ ٰ ي ٰ ت ٰو ٰفّ ٰوٰٰ  ٰٰم ن ٰك ٰمٰ ٰم ٰنٰٰ ٰي ٰر ي ٰدٰٰ إٰ ل ٰأٰ ٰٰر ذ ٰلٰ ٰ  ْا ٰم ٰو ٰرٰٰ
 ل ٰك ٰيٰ ل ٰ يٰ ٰٰع ل ٰمٰ
 ٰم ٰنٰ ٰ ب ٰع
 ٰدٰ ٰع ٰل ٰمٰ ٰش ٰيًٰأٰ ٰوٰ ٰ ت ٰر ٰ  ْاٰى ٰر ٰضٰ
 ٰى ٰما ٰدًٰةٰ ٰٰف إ ٰذ ٰأٰا ٰ ن ٰٰز ٰل ن ٰعٰا ٰل ٰ ي ٰه ٰلاٰا ٰم ٰءاٰٱ ٰى ٰ ت ٰز ٰتٰ ٰوٰ ٰٰر ب ٰتٰ ٰوٰٰ أ ٰ ن ٰٰب ت ٰتٰ
 ٰم ٰٰنٰ ٰكِٰلٰ ٰٰز و ٰجٰ ٰ ب ٰي ٰجٰ﴿٥﴾ 
Terjemahan : 
Hai manusia, jika  kamu dalam keraguan tentang kebangkitan  (dari 
kubur), maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari 
tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian 
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, 
agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang 
kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan (dengan berangsur-
angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang 
diwafatkan dan adapula dinatara kamu yang dipanjangkan umurnya 
sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang 
dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian 
apabila kami turunkan air diatsanya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan 
menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.
34
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Kata ardzal terambil dari kata radzala yang berarti sesuatu yang hina atau 
nilainya rendah, yang demikian dimaksud disini adalah usia yang sangat tua 
menjadikan seseorang tidak memiliki lagi produktivitas karen daya fisik dan 
ingatan yang telah berkurang. Konteksnya pembuktian kekuasaan Allah SWT dan 
peringatan kaum musyrikin yang digaris bawahi adalah kelemahan dan pikun. 
Diharapakan dengan menginagat masa itu mereka yang mengandalkan 
kekuatannya akan sadar bahwa suatu ketika jika usianya berlanjut akan 
mengalami masa kritis.
35
 
Dalam Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dari bayi yang lemah 
kemudian tumbuh menjadi dewasa yang kuat, seiring berjalannya waktu akan 
menjadi tua renta yang lemah, itu sudah kodrat manusia yang tidak bisa dihindari. 
Hal ini sebagaimana terdapat pada firman Allah SWT Q.S. al-Rum ayat 54 : 
ٰ ة و  قٰ د ع  بٰ  ن مٰ ل ع ج  ٰ ثًٰة و  قٰ
 ف ع ضٰ د ع  بٰ  ن مٰ ل ع جٰ  ثٰ
 ف ع ضٰ  ن مٰ  م ك ق ل خٰي
 ذ لاٰللها
ًٰة ب ي شٰ  وٰاًف ع ض،ٰ ٰ ي ٰل ٰقٰ ٰم ٰيٰاشآ ٰءٰ ٰوٰ ٰى ٰوٰ ٰلا ٰع
 ٰٰل ي ٰمٰ ٰلا ٰق
 ٰد ٰ ي ٰرٰ﴿٥٥﴾ 
Terjemahan:  
Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian 
menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian 
menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan dialah yang Maha 
Mengetahui lagi Maha Kausa.
36
 
Al-Qur’an juga menjelaskan dalam surah yasin ayat 68, yang berbunyi: 
 ٰوٰ  ل ف اٰ،  ق ل  لْاٰ  فٰ و  سِك ن  نٰ ه رِم ع  نٰ  ن مٰ ن و ل
 ق ع  يٰ﴿٨٦﴾ 
Terjemahan: 
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Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya niscaya kami 
kembalikan dia kepada kejadiannya maka apakah mereka tidak 
memikirkan.
37
  
Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang manusia semakin bertambah 
umurnya maka kemampunnya semakin berkurang dalam kata lain kembali 
menjadi lemah dan kurang akal. Seperti saat dahulu ketika bayi manusia lemah 
dan tidak memiliki penegtahuan, lalu dari hari ke hari ia menjadi kuat dan menjadi 
tahu, selanjutnya bila usianya menanjak hingga mencapai batas tertentu dia 
dikembalikan Allah menjadi pikun, lemah serta membutuhkan bantuan orang 
banyak. Dengan adanya perubahan tersebut maka kita sebagai anak ketika kedua 
orang tua kita masih muda atau sudah lanjut usianya bahakan pikun sekalipun kita 
wajib berbakti kepada keduanya. Bahkan lebih ditekankan lagi apabila orang tua 
sudah tua, sebagai wujud bakti kita kepada orang tua.  
Kemudian hendaklah manusia berbuat sebaik-baiknya kepda kedua orang 
tuanya. Jika salah seorang atau salah satu dari keduanya  ada disisinya dalam usia 
lanjut maka jangan katakan kepada mereka sutau perkataan “ah”atau kalimat 
penolakan serta tidak boleh membentak keduanya, memukul tangan, 
menghentakkan kaki karena hal itu termasuk suatu perbuatan durhaka kepada 
kedua orang tua. Dan katakanlah kepada meraka suatu kalimat yang baik. 
Kemudian lebih dipertegas lagi tentang pentingnya memuliakan orang tua 
dalam beberapa hadist. Salah satu diantaranya menyebutkan tentang ruginya 
seseorang yang tidak berbabkti kepada kedua orang tua pada waktu orang tua 
masih berada disisi kita. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadist yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah yakni: 
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ٰ م
 غ رٰ  ثٰ و ف  ن أٰ  م
 غ ر"ٰ: م ل سٰ  وٰ
 و ي ل عٰ للهاٰى ل صٰ للهاٰ  ل و س رٰ  لا قٰ:  لا قٰ  ة ر  ي ر ىٰ  بِ اٰ  ن ع
 ٰن م"ٰ:  لا قٰ؟ للهاٰ  ل و س رٰآيٰ  ن مٰ: ل ي
 قٰ." و ف  ن أٰ  م
 غ رٰ  ثٰ و ف  ن أٰٰ  بَ
 ك لاٰ  د ن عٰ  و ي  د لا وٰ  ك ر د أ
)ملسمٰهاور(ٰ ة ن  لْاٰ  ل خ  د ي  ٰ لَ  ٰ ثٰا م ه ي ل
 ٰك  و أٰا  هُ د ح ا 
Terjemahannya: 
Dari Abu Hurairah berkata: dari Nabi Muhammad sallalahu alaihi 
wasallam beliau bersabda: “Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh 
terhina.”celaka, siapa wahai Rasululah? Beliau bersabda, sungguh hina 
sesorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah 
satun dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk 
syurga.
38
 
D.  Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana 
Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang 
diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya 
mengenai hal-hal sebagai berikut : 
1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 
perbuatan yang dituduhkan kepadanya.  
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 
itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 
dipidana.  
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. 
 Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan:“setiap orang yang disangka, 
ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, 
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wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
 Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah 
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
39
UU Nomor 48 tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara 
berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.  
 Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh 
terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur 
dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan.
40
 
 Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan 
sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar 
pertanyaan (the four way test) berupa :  
1. Benarkah putusanku ini?  
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?  
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?  
4. Bermanfaatkah putusanku ini.
41
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 Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana 
terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas 
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :  
Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib 
menjaga kemandirian peradilan.  
Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar 
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana 
dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. 
 Isi Pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 
2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
 Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam 
melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang 
diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan 
kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting 
lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana menurut 
Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: 
1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana  
 Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan 
pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan 
tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana. 
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2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana  
 Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana 
melanggar suatu Pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat 
dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.   
1. Tahap Penentuan Pemidanaan 
Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan 
melihat Pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya 
pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.
42
 
Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :  
1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,  
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,  
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup 
dan  berkembang dalam masyarakat. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :  
a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan 
dengan kasus atau perkara.  
b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati 
nurani dari hakim itu sendiri. 
 Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas 
minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari 
batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. 
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 Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 
dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 
suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 
1. Teori Keseimbangan  
 Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara 
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak pihak 
yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.   
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
 Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan 
dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau 
dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu 
penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atauPenuntut 
Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan 
pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan 
dari hakim.   
3. Teori Pendekatan Keilmuwan  
 Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 
kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi 
dari putusan hakim.   
4. Teori Pendekatan Pengalaman  
37 
 
  Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.   
5. Teori Ratio Decindendi  
 Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 
disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 
putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 
untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 
berperkara.   
6. Teori Kebijaksanaan  
 Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan 
orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik 
danmelindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi 
keluarga, masyarakat dan bangsanya.
43
 
 Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam 
menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan dengan 
fungsi putusan hakim sebagai a tool of social engineering yaitu :  
1. Fungsi rekayasa sosial (social engineering) dari hakim maupun putusan hakim 
pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi 
oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian 
terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial   
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2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat 
demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi 
penerjemahan yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan yang mencolok di 
tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan 
Legislatismelalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. 
Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan 
rintangan-rintangan yang tak teratasi.  
3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak pengawasan 
yang tertinggi terhadap kebijakana Badan Legislatif sehingga fungsi Hakim 
menjadi relative lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu 
sebagai penafsiran peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap 
tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.   
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi pengadilan harus lebih 
positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus dilakukan dengan 
penafsiran dengan sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum.  
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendalian 
sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan 
mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum” Dengan demikian, fungsi kreatif 
dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum 
kebijaksanaan.
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 Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap 
perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak 
terlepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada 
prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap 
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telahterbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga 
ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN    
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan 
antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 
normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan 
sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat 
terhadap apa yang dianggap pantas. Law in book adalah hukum yang seharusnya 
berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku 
sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.  
Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian 
hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam 
penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode 
penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. 
Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada 
di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 
2. Lokasi penelitian. 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian 
yang dipilih penulis di Kabupaten Maros yaitu pada Pengadilan Negeri Maros. 
Sebab adanya kejahatan yang dilakukan terdakwa lanjut usia yang di putuskan di 
pengadilan negeri Maros tersebut, yang tidak jauh dari tempat tinggal penulis. 
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B. Metode Pendekatan 
1. Pendekatan Yuridis (Statute approach). 
Pendekatan yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang 
diteliti. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
2. Pendekatan Kasus (case approach). 
Pendekatan kasus yaitu berarti penelitian yang menekankan untuk 
dilakukannya telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 
terjadi dilapangan yaitu menganalisis suatu kasus putusan pengadilan  yang terkait 
dengan judul skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Maros nomor 
75/Pid/B/2016/PN.Mrs. 
C. Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu 
hakim yang menangani perkara ini. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
buku, jurnal, kaya ilmiah, internet, salinan putusan dan berbagai sumber 
lainnya yang terkait dan membangun penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu : 
1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara 
langsung.
1
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2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. 
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai tekhnik pengolahan data yaitu : 
1. Reduksi data ialah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori 
atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.  
3. Pengambilan keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi 
dan disajikan. 
Analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data  kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang 
sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak 
hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus 
menerus selama peneltian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan 
pemilaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus 
penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Terdakwa Lanjut Usia di 
Pengadilan Negeri Maros 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan 
oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum menguraikan tentang penerapan hukum 
pidana materil terhadap terdakwa yang lanjut usia dalam putusan nomor 
75/Pid.B/2016/PN.Maros, maka perlu diketahui terlebih dahulu identitas 
terdakwa, posisi kasus, dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 
sebagai berikut:
1
 
1. Identitas Terdakwa  
Nama lengkap           : H. Taba Bin Dg. Husen 
Tempat lahir   : Maros 
Umur/tanggal lahir     : 67 Tahun/01 Juli 1948 
Jenis kelamin  : Laki-laki  
Kebangsaaan   : Indonesia  
Tempat tinggal  : Gambajawa, Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan   
    Bantimurung, Kabupaten Maros 
Agama  : Islam  
Pekerjaan  : Petani 
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2. Posisi Kasus 
Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa 
bertemu dengan Lk. Hemma, di Pasar Bulutara, saat itu terdakwa mengatakan 
kepada Lk. Hemma, “adami saya lihat sapimu Hemma  di pembuangan sampah 
(Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten 
Maros)” yang di jawab oleh Lk Hemma, “Tikkengi sapiku haji, harganyapi di 
kasihka”. Pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi kelokasi perumputan/ pembuangan sampah PT. 
Semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kec. Bantimurung, 
Kabupaten Maros dan disana terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) 
ekor sapi betina induk dengan ciri-ciri tanduk coko, bulu merah dan pada kaki 
belakang sebelah kanan diatas lutut terdapat luka dan 1 (satu) ekor anak sapi 
betina dengan ciri-ciri bulu merah, tanduk masih kecil milik Pr. Hj Salma 
kemudian terdakwa menangkap 2 (dua) ekor dengan cara mengikat leher induk 
sapi betina tersebut menggunakan tali nilon yang di bawanya dan otomatis anak 
dari sapi betina tersebut yang masih kecil ikut dengan induknya. Selanjutnya 
tanpa seizin dari Pr. Hj, Salma Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tesebut 
kerumahnya di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten 
Maros, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada pedagang 
sapi yaitu Lk. H. Pacong dengan harga Rp 7.200.000,- ( Tujuh juta dua ratus ribu 
rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Lk. Hemma dan 
dari Lk. Hemma terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta 
rupiah) dari penjualan sapi tersebut. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum  dalam membuat surat dakwaan dalam kasus 
tersebut di susun secara aletrnatif subsidaritas yaitu: 
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DAKWAAN 
KESATU 
Primair  
Bahwa ia terdakwa H. Taba Bin Dg. Husein bersama dengan Lk Hemma 
Bin Dg Rua (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 13 
Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
pada bulan Januari 2016 bertempat di lokasi perumputan/ pembuangan sampah 
PT. Semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan 
Bantimurung, Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros telah mengambil barang 
sesuatu berupa 2 (dua) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Hj. 
Salma atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa untuk maksud 
dengan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama 
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa 
bertemu dengan Lk. Hemma, di Pasar Bulutara, saat itu terdakwa mengatakan 
kepada Lk. Hemma, “adami saya lihat sapimu Hemma  dipembuangan sampah 
(Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten 
Maros)” yang di oleh jawab Lk Hemma, “Tikkengi sapiku haji, harganyapi di 
kasihka”. Pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi kelokasi perumputan/ pembuangan sampah PT. 
semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kec. Bantimurung, 
Kabupaten Maros dan disana terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) 
ekor sapi betina induk dengan ciri-ciri tanduk coko, bulu merah dan pada kaki 
belakang sebelah kanan diatas lutut terdapat luka dan 1(satu) ekor anak sapi betina 
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dengan ciri-ciri bulu merah, tanduk masih kecil milik Pr. Hj Salma kemudian 
terdakwa menangkap 2 (dua) ekor dengan cara mengikat leher induk sapi betina 
tersebut menggunakan tali nilon yang di bawanya dan otomatis anak dari sapi 
betina tersebut yang masih kecil ikut dengan induknya. Selanjutnya tanpa seizin 
dari Pr. Hj, Salma Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tesebut kerumahnya di 
Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, 
kemudian terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada pedagang sapi yaitu 
Lk. H. Pacong dengan harga Rp 7.200.000,- ( Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) 
dan hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Lk. Hemma dan dari Lk. 
Hemma terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) dari 
penjualan sapi tersebut; 
Bahwa terdakwa dan Lk bersama Hemma tidak mempunyai sapi yang 
dipelihara di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, 
Kabupaten Maros; 
Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Lk Hemma tersebut, Pr H. 
Salma menderita kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu 
rupiah); 
Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1,4 KUHP; 
Subsidair 
Bahwa ia terdakwa H. Taba Bin Dg. Husein pada hari Rabu, tanggal 13 
Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
pada bulan Januari 2016 bertempat di lokasi perumputan/ pembuangan sampah 
PT. Semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan 
Bantimurung, Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih 
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termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros telah mengambil barang 
sesuatu berupa 2 (dua) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Hj. 
Salma atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa untuk maksud 
dengan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama 
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagi 
berikut: 
Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa 
bertemu dengan Lk. Hemma, di Pasar Bulutara, saat itu terdakwa mengatakan 
kepada Lk. Hemma, “adami saya lihat sapimu Hemma  dipembuangan sampah 
(Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten 
Maros)” yang di oleh jawab Lk Hemma, “Tikkengi sapiku haji, harganyapi di 
kasihka”. Pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi kelokasi perumputan/ pembuangan sampah PT. 
Semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kec. Bantimurung, 
Kabupaten Maros dan disana terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) 
ekor sapi betina induk dengan ciri-ciri tanduk coko, bulu merah dan pada kaki 
belakang sebelah kanan diatas lutut terdapat luka dan 1(satu) ekor anak sapi betina 
dengan ciri-ciri bulu merah, tanduk masih kecil milik Pr. Hj Salma kemudian 
terdakwa menangkap 2 (dua) ekor dengan cara mengikat leher induk sapi betina 
tersebut menggunakan tali nilon yang di bawanya dan otomatis anak dari sapi 
betina tersebut yang masih kecil ikut dengan induknya. Selanjutnya tanpa seizin 
dari Pr. Hj, Salma Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tesebut kerumahnya di 
Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, 
kemudian terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada pedagang sapi yaitu 
Lk. H. Pacong dengan harga Rp 7.200.000,- ( Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) 
dan hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Lk. Hemma dan dari Lk. 
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Hemma terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) dari 
penjualan sapi tersebut; 
Bahwa terdakwa dan Lk bersama Hemma tidak mempunyai sapi yang 
dipelihara di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, 
Kabupaten Maros; 
Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Lk Hemma tersebut, Pr H. 
Salma menderita kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu 
rupiah); 
Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP; 
ATAU 
KEDUA 
Primair 
Bahwa ia terdakwa H. Taba Bin Dg. Husein bersama dengan Lk Hemma 
Bin Dg Rua (berkas perkara diajukan secara terpisah), mereka yang melakukan, 
yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pada hari Rabu, tanggal 13 
Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
pada bulan Januari 2016 bertempat di lokasi perumputan/ pembuangan sampah 
PT. Semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan 
Bantimurung, Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang  sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena 
kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa dan Lk 
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Hemma tidak mempunyai sapi yang dipelihara di Dusun Amessangeng, Desa 
Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros; 
Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa 
bertemu dengan Lk. Hemma, di Pasar Bulutara, saat itu terdakwa mengatakan 
kepada Lk. Hemma, “adami saya lihat sapimu Hemma  dipembuangan sampah 
(Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten 
Maros)” yang di oleh jawab Lk Hemma, “ Tikkengi sapiku haji, harganyapi di 
kasihka”. Pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi kelokasi perumputan/ pembuangan sampah PT. 
semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kec. Bantimurung, 
Kabupaten Maros dan disana terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) 
ekor sapi betina induk dengan ciri-ciri tanduk coko, bulu merah dan pada kaki 
belakang sebelah kanan diatas lutut terdapat luka dan 1(satu) ekor anak sapi betina 
dengan ciri-ciri bulu merah, tabduk masih kecil milik Pr. Hj Salma kemudian 
terdakwa menangkap 2 (dua) ekor dengan cara mengikat leher induk sapi betina 
tersebut menggunakan tali nilon yang di bawanya dan otomatis anak dari sapi 
betina tersebut yang masih kecil ikut dengan induknya. Selanjutnya tanpa seizin 
dari Pr. Hj, Salma Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tesebut kerumahnya di 
Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, 
kemudian terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada pedagang sapi yaitu 
Lk. H. Pacong dengan harga Rp 7.200.000,- ( Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) 
dan hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Lk. Hemma dan dari Lk. 
Hemma terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) dari 
penjualan sapi tersebut; 
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Bahwa terdakwa dan Lk bersama Hemma tidak mempunyai sapi yang 
dipelihara di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, 
Kabupaten Maros; 
Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Lk Hemma tersebut, Pr H. 
Salma menderita kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu 
rupiah) ; 
Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP; 
Subsidair 
Bahwa ia terdakwa H. Taba Bin Dg. Husein bersama dengan Lk Hemma 
Bin Dg Rua (berkas perkara diajukan secara terpisah), mereka yang melakukan, 
yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pada hari Rabu, tanggal 13 
Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
pada bulan Januari 2016 bertempat di lokasi perumputan/ pembuangan sampah 
PT. Semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan 
Bantimurung, Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang  sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena 
kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa dan Lk 
Hemma tidak mempunyai sapi yang dipelihara di Dusun Amessangeng, Desa 
Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros; 
Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa 
bertemu dengan Lk. Hemma, di Pasar Bulutara, saat itu terdakwa mengatakan 
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kepada Lk. Hemma, “adami saya lihat sapimu Hemma  dipembuangan sampah 
(Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten 
Maros)” yang di oleh jawab Lk Hemma, “Tikkengi sapiku haji, harganyapi di 
kasihka”. Pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi kelokasi perumputan/ pembuangan sampah PT. 
semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kec. Bantimurung, 
Kabupaten Maros dan disana terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) 
ekor sapi betina induk dengan ciri-ciri tanduk coko, bulu merah dan pada kaki 
belakang sebelah kanan diatas lutut terdapat luka dan 1(satu) ekor anak sapi betina 
dengan ciri-ciri bulu merah, tanduk masih kecil milik Pr. Hj Salma kemudian 
terdakwa menangkap 2 (dua) ekor dengan cara mengikat leher induk sapi betina 
tersebut menggunakan tali nilon yang di bawanya dan otomatis anak dari sapi 
betina tersebut yang masih kecil ikut dengan induknya. Selanjutnya tanpa seizin 
dari Pr. Hj, Salma Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tesebut kerumahnya di 
Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, 
kemudian terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada pedagang sapi yaitu 
Lk. H. Pacong dengan harga Rp 7.200.000,- ( Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) 
dan hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Lk. Hemma dan dari Lk. 
Hemma terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) dari 
penjualan sapi tersebut; 
Bahwa terdakwa dan Lk bersama Hemma tidak mempunyai sapi yang 
dipelihara di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, 
Kabupaten Maros; 
Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Lk Hemma tersebut, Pr H. 
Salma menderita kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu 
rupiah) ; 
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Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP; 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang ada di 
persidangan, maka unsur-unsur yang terpenuhi telah terbukti melakukan tindak 
pidana sebagaimana dakwaan kedua primair yaitu Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut: 
a. Unsur barang siapa  
Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini 
menjelaskan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu/ dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan dan padanya tidak terdapat 
hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun 
alasan pembenar, bahwa barang siapa dalam perkara yang diajukan kedepan 
persidanagan oleh kami selaku Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama 
yaitu H, TABA Bin Dg. HUSEIN yang identitas sebagaimana tercantum dalam 
awal surat tuntutan kami, maupun dalam surat dakwaan yang telah yang 
dibenarkan sendiri oleh terdakwa, terdakwa yang di setiap persidangan dalam 
keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak berada dalam pengampunan sehingga 
terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. 
Berdasarkan fakta tersebut, menurut Jaksa Penuntut Umum unsur “barang 
siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 
b. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. 
Berdasrkan rumusan KUHP yang dimaksud dengan sengaja adalah 
kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. 
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Dalam memorie van toelichting wetboek (MvT) Menteri kehakiman 
sewaktu pengajuan crimineel wetboek tahun  1881 (yang mengajukan KUHP) 
sengaja disebutkan sebagai sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan 
tertentu.  
Satochid kartanegara, mengutarakan bahwa yang dimaksud opzet “willen 
en weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan 
perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus 
menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbauatan.  
Sebagaimana diketahui bahwa sengaja dikenal dengan 3 (tiga) bentuk 
yaitu:  
1). Sengaja sebagai maksud atau tujuan 
2) Sengaja dengan keinsafan akan kepastian  
3) Sengaja dengan keinsafan kemungkinan 
1). Sengaja sebagai maksud atau tujuan 
Sengaja sebagai maksud atau tujuan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan 
agar suatu akibat terjadi dan akibat ini adalah sebagai tujuan atau maksud 
dari pelaku/ sehingga jika akibat itu diketahui tidak akan terjadi maka 
perbuatannya tidak dilakukan ( defenisi VOS)  
2). Sengaja sebagai insaf akan kepastian  
Bentuk sengaja ini yaitu suatu perbuatan yang dilakaukan dengan tujuan 
agar suatu akibat dapat terjadi dan insafi bahwa akibat yang dikehendaki 
tersebut dapat terjadi jika akibat lain juga akan terjadi. Jadi menginsafi 
terjadinya akibat lain selain akibat yang di inginkan. 
3). Sengaja sebagai insaf akan kemungkinan 
Sengaja sebagai insaf kemungkinan yaitu suatu perbutan dilakukan dengan 
maksud agar suatu akibat tertentu terjadi dan pelaku menginsafi untuk 
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timbulnya akibat yang dinginkan tersebut kemungkinan timbul suatu 
akibat yang lain pula. 
Isyaratkan ada maksud untuk secara melawan hukum adalah menguasai 
barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri (HR, 25 Juli 930)  
Yang dimaksud menguasai adalah segala tindakan untuk menguasai 
barang yang sebelumnya barang itu sama sekali belum berada dalam 
kekuasaannya. 
Yang dimaksud suatu barang adalah semua benda yang berwujud maupun 
benda yang tak berwujud, barang yang memilki nilai ekonomis dan barang non 
ekonomis asal bertentangan dengan pemiliknya. 
Kepunyaan orang lain “rumput air yang melekat pada sebuah tanah 
seseorang adalah kepunyaa orang yang mempunyai tanah itu (HR 2 Januari 1900) 
Fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 
2016 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi ke loaksi perumputan/ 
pembuangan sampah PT. Semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa 
Tukamsea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dan disana terdakwa 
melihat 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina induk dengan ciri-ciri 
tanduk coko bulu merah pada kaki belakang sebelah kanan diatas lutut terdapat 
luka dan satu ekor anak sapi betina dengan ciri-ciri bulu merah tanduk masih kecil 
milik Hj. Salma yang ciri-cirinya seperti pernah ditunjukkan oleh Lk. Hemma Bin 
Rua kemudian terdakwa menangkap dau ekor sapi dengan cara mengikat leher 
induk sapi betina tersebut menggunakan tali nilon yang dibawahnya dan otomatis 
anak dari sapi betina tersebut yang masih kecil ikut dengan induknya. 
Selanjutnya, terdakwa membawa dua ekor sapi milik Pr. Hj Salma kerumahnya 
dan memasukkan sapi tersebut kedalam miliknya yang berada di dekat rumahnya 
di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. 
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Kemudian terdakwa menjual dua ekor sapi tersebut kepada penjual sapi yaitu Lel. 
H. Pacong dengan harga 7.200.000,- tujuh juta dua ratus ribu rupiah. Dan hasil 
penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Lk. Hemma dan dari Lk. Hemma 
terdakwa menerima uang sebesar 1.000.000,- satu juta ribu rupiah. Dari penjualan 
sapi tersebut bahwa terdakwa pada waktu menangkap dan mengambil sapi serta 
menjualnya saksi tidak pernah memberi tahu pemerintah setempat (Kepala 
Dusun) dan terdakwa tidak pernah minta izin kepada Pr. Salma pada waktu 
mengambil sapi tersebut karen pada waktu itu terdakwa mengira sapi tersebut 
milik Lk Hemma Bin Rua bahwa tiga hari setelah menangkap dua ekor sapi 
korban perempuan Hj. Salma, bertemu dengan saksi Juhanis yang juga suami dari 
korban tersebut dan kepada terdakwa disampaiakan tentang hilangnya sapi milik 
korban tersebut namun terdakwa tidak memperlihatkan dua ekor sapi tersebut 
karena terdakwa mengira milik sapi Hemma Dg. Rua. 
Berdasarkan fakta tersebut menurut hemat kami, unsur dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhya atau kepunyaan  milik 
orang lain telah terbukti secara sah meyakinkan. 
c. Unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
Fakta dipersidangan terungkap bahwa Lk. Hemma Bin Rua juga 
mempunyai banyak sapi yang dipelihara, untuk menjual sapi tersebut kemudian 
Lk. Hemma menyuruh terdakwa untuk menangkap dan kemudian menjual sapi-
sapi milik Lk. Hemma tersebut, bahwa kemudian Lk. Hemma Bin Rua menunjuk 
sapi betina dan anaknya dengan ciri-ciri tanduk coko, terdakwa pada hari Rabu 
pada tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita. Terdakwa pergi kelokasi 
peumputan/ pembuangan sampah PT. Semen Bosowa di Dusun Amessangeng, 
Desa Tukamsea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dan disana 
terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina induk dengan 
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ciri-ciri tanduk coko bulu merah pada kaki belakang sebelah kanan diatas lutut 
terdapat luka dan satu ekor anak sapi betina dengan ciri-ciri bulu merah tanduk 
masih kecil milik Hj. Salma yang ciri-cirinya seperti pernah ditunjukkan oleh Lk. 
Hemma Bin Rua kemudian terdakwa menangkap dau ekor sapi dengan cara 
mengikat leher induk sapi betina tersebut menggunakan tali nilon yang 
dibawahnya dan otomatis anak dari sapi betina tersebut yang masih kecil ikut 
dengan induknya. Selanjutnya, terdakwa membawa dua ekor sapi milik Pr. Hj 
Salma kerumahnya dan memasukkan sapi tersebut kedalam miliknya yang berada 
di dekat rumahnya di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, 
Kabupaten Maros. Kemudian terdakwa menjual dua ekor sapi tersebut kepada 
penjual sapi yaitu Lel. H. Pacong dengan harga 7.200.000,- tujuh juta dua ratus 
ribu rupiah dan hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Lk. Hemma 
dan dari Lk. Hemma terdakwa menerima uang sebesar 1.000.000,- satu juta ribu 
rupiah dari penjualan sapi tersebut. 
Berdasarkan fakta tersebut, menurut hemat kami unsur ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 
d. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh meakukan, dan turut 
serta melakukan 
Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa 
bertemu dengan Lk. Hemma, di Pasar Bulutara, saat itu terdakwa mengatakan 
kepada Lk. Hemma, “adami saya lihat sapimu Hemma  dipembuangan sampah 
(Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten 
Maros)” yang di oleh jawab Lk Hemma, “Tikkengi sapiku haji, harganyapi di 
kasihka”. Pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.30 Wita, terdakwa pergi kelokasi perumputan/ pembuangan sampah PT. 
Semen Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kec. Bantimurung, 
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Kabupaten Maros dan disana terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) 
ekor sapi betina induk dengan ciri-ciritanduk coko, bulu merah dan pada kaki 
belakang sebelah kanan diatas lutut terdapat luka dan 1(satu) ekor anak sapi betina 
dengan ciri-ciri bulu merah, tanduk masih kecil milik Pr. Hj Salma kemudian 
terdakwa menangkap 2 (dua) ekor dengan cara mengikat leher induk sapi betina 
tersebut menggunakan tali nilon yang di bawanya dan otomatis anak dari sapi 
betina tersebut yang masih kecil ikut dengan induknya. Selanjutnya tanpa seizin 
dari Pr. Hj, Salma Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tesebut kerumahnya di 
Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, 
kemudian terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada pedagang sapi yaitu 
Lk. H. Pacong dengan harga Rp 7.200.000,- ( Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) 
dan hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Lk. Hemma dan dari Lk. 
Hemma terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah) dari 
penjualan sapi tersebut. 
Berdasarkan fakta tersebut menurut hemat kami unsur “mereka yang 
melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta meakukan” telah terbukti secara 
sah meyakinkan. 
4) Amar Putusan 
Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, 
maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim akan 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan penghapus 
pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-
hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus 
pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, karenanya terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu 
bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 
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dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan 
disebutkan dalam amar putusan. 
Dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2016/PN. Maros hakim memutuskan : 
a. Menyatakan terdakwa H. TABA BIN DG. HUSEN telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-
sama melakukan penggelapan” ; 
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) bulan; 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oelh 
terdakwa dikurangkan selurhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
e. Menetapkan agar barang bukti berupa: 
1). 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, tanduk coko terdapat 
berkas luka di atas  lutut belakang sebelah kanan; 
2). 1 (satu) ekor anak sapi betina, bulu merah dan tanduk masih kecil; 
f.  membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah 
B.   Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa 
Lanjut Usia 
Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat 
dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan 
mengadili perkara Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Mrs, setelah mendengar keterangan-
keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, disimpulkan 
bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, 
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maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai 
berikut: 
1. Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar 
pukul 15.30 Wita bertempat di lokasi pembuangan sampah PT. Semen 
Bosowa di Dusun Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecematan 
Bantimurung, Kabupaten Maros, saksi Hj. Salma Binti Sainong kehilangan 
sapi; 
2. Bahwa benar awal mulanya sebelumnya Terdakwa diberitahukan oleh 
saksi Hemma Bin Dg. Rua, untuk mengambil  sapi miliknya di lokasi 
perumputan tersebut; 
3. Bahwa benar Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan 
ciri-ciri tanduk coko dan warna bulu merah, lalu 1 (satu) ekor anaknya 
langsung otomatis mengikutinya induk sehingga 2 (dua) ekor tersebut lalu 
Terdakwa simpan dikandang sapi rumahnya; 
4. Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut lalu Terdakwa jual kepada saksi H. 
Pacong Bin H. Beddu dengan harga Rp. 7.200.000,-  (Tujuh juta dua ratus 
ribu rupiah); 
5. Bahwa benar hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut keesokan harinya 
Terdakwa berikan kepada saksi Hemma Bin Dg. Rua, lalu saksi Hemma 
Bin Dg. Rua memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) 
umtuk Terdakwa; 
6. Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut oleh saksi H. Pacong Bin H. Beddu 
lalu dijual kembali kepada saksi H. Syarifuddin Bin H. Haruna dengan 
harga Rp.7.400.000,- (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah); 
60 
 
7. Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut oleh saksi H. Syarifuddin Bin H. 
Haruna lalu dijual kembali kepada saksi H. Karang Bin Dg. Tau dengan 
harga Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah); 
8. Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut oleh saksi H. Karang Bin Dg. Tau 
melalui saksi Jumaing Alias Juma Bin Sanawing, lalu dijual kembali 
kepada saksi Basri Dg. Ropu Bin Jafaruddin dengan harga Rp.8.850.000,- 
(Delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 
9. Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut oleh saksi Basri Bin Dg. Ropu Bin 
Jafaruddin lalu dijual kembali kepada saksi Jamaluddin Bin H. Mahmud 
menukar sapi tersebut dengan 1 (satu) ekor sapi jantan miliknya dan 
menambah uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah); 
10. Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pedagang sapi; 
11. Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut oleh saksi Jamaluddin Bin H. 
Mahmud telah dipelihara selama kurang lebih 2 (dua) minggu  dan sapi 
tersebut disimpan di Lingkungan Barandasi, Kecamatan Maccini Baji, 
Kecamatan Bontomarannu, Kecematan Lau, Kabupaten Maros, tepatnya di 
samping Kantor Camat Lau; 
12. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 
16.30 Wita saksi korban Hj. Salma Binti Sainong melihat ada sapinya 
teikat dipinggir jalan lalu mendatangi saksi Jamaluddin Bin H. Mahmud 
dan mengaku memiliki 2  (dua) ekor sapi yang saksi beli tersebut; 
13. Bahwa benar saksi korban Hj. Salma Binti Sainong telah menderita 
kerugian atas kejadian ini; 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa yang lanjut usia  pada tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 
75/Pid.B/2016/PN.Mrs, berdasarkan beberapa pertimbangan. Majelis Hakim 
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memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah 
hakim membaca surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan 
putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa 
melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
perkara Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Mrs adalah: 
1. Majelis Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum 
2. Majelis hakim mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi yaitu: Saksi Hj. 
Salma Binti Sainong,  Saksi Juhanis, Saksi Muhammad Alwi, Saksi H. 
Pacong, Saksi H. Syarifuddin, Saksi Karang, Saksi Jumaing, Saksi Basri, 
Saksi Jamaluddin, Saksi Hare, Saksi Hemma Bin Dg Rua.  
3. Majelis hakim mempertimbangkan Keterangan terdakwa yaitu: H. Taba Bin 
Dg. Husen 
4. Adanya barang bukti 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina induk 
dengan ciri-ciri tanduk coko, bulu merah dan pada kaki belakang sebelah 
kanan diatas lutut terdapat luka dan 1(satu) ekor anak sapi betina dengan ciri-
ciri bulu merah, tabduk masih kecil 
Majelis hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan di depan persidangan, karena 
persesuaiannya antara satu sama lain, hakim telah memperoleh petunjuk yang satu 
sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup 
mengenai perbuatan terdakwa. 
Majelis hakim menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan dari Penuntut 
Umum, terdakwa tersebut telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif 
subsidaritas, yaitu:  
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Kesatu 
Primair : melangar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP 
Subsidair : melangar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP  
Atau 
Kedua 
Primair : melanggar ketentuan pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)  
ke-1 KUHP 
Subsidair  : melanggar ketentuan pasal 372 KUHP 
 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penunut umum disusun secara 
Alaternatif Subsidaitas, maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang paling 
tepat dengan unsur perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya majelis hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair Penunut Umum, yang usur-
unsurnya sebagai berikut: 
a. Barang siapa. 
b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain. 
c. Ada dalam kekuasaannya buan karena kejahatan 
d. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di dapat di 
persidangan di hubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang akan 
dipertimbangakan tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan 
sebagai berikut : 
a. Unsur barang siapa 
Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini 
menjelaskan tentang subyek pelaku atau siapa yang di dakwa melakukan tindak 
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pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setipa orang baik WNI maupun 
WNA; 
Bahwa dipersidangan diajukan terdakwa yaitu H, TABA Bin Dg. HUSEIN 
dengan identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya 
sendiri yang diajukandalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu 
mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, telah didakawa oleh Penuntut 
Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penunut Umum; 
Bahwa atas pertimbanagan tersebut diatas majelis hakim berpendapat 
unsur ini telah terpenuhi; 
b. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang 
Seluruhnya atau Sebagaian Kepunyaan Milik Orang Lain 
Menimbang, berdasrkan Fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa 
pada hari kejadiannya pada haru rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 
Wita bertempat di loaksi pembuangan sampah PT.Semen Bosowa di Dusun 
Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros 
saksi Hj. Salma Binti Sainong kehilangan sapi. Bahwa awal mulanya sapi 
sebelumnya terdakwa diberitahukan oleh saksi Hemma Dg Rua, untuk mangambil 
sapi miliknya di lokasi perumputan tersebut. Selanjutnya atas perintah saksi 
Hemma Dg Rua yang menyuruh terdakwa mengambil sapi miliknya tersebut, 
terdakwa lalu mengambil 1(satu) ekor sapi betina dengan cir-ciri tanduk coko dan 
warna bulu merah, lalu 1(satu) ekor anaknya lansung otomatis mengikuti 
induknya sehingga 2 (dua) ekor sapi tersebut lalu terdakwa simpan dikandang sapi 
dirumahnya; 
Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan terdakwa adalah pedagang sapi, 
lalu 2 (dua) ekor sapi tersebut terdakwa jual kepada saksi H. Pacong Bin H. 
Beddu dengan harga Rp 7.200.000,- (Tujuh dua ratus ribu rupiah) dan hasil 
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penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut keesokan harinya terdakwa berikan kepada 
saksi Hemma Bin Dg Rua, lalu saksi Hemma Bin Dg. Rua memberikan uang 
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk terdakwa; 
Menimbang, bahwa hingga sapi tersebut berpindah-pindah 
kepemilikannya, terdakwa baru mengetahui bahwa sapi tersebut ternyata bukanlah 
milik saksi Hemma Bin Dg. Rua namun milik saksi Hj. Salma Binti Sainong. 
Bahwa saat terdakwa menyatakan surat-surat kepemilikan sapi kepada saksi 
Hemma Bin Dg. Rua, saksi  Hemma Bin Dg. Rua mengatakan bahwa surat-surat 
kepemilikan sapi akan di berikan menyusul karena saat itu Kepala Dusun sedang 
berada  di tanah suci menjalankan ibadah umroh; 
Menimbang, bahwa berdasrkan fakta yang terungkap didalam persidangan 
bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara melawan hak karena 2 
(dua) ekor sapi yaitu 1(satu) ekor sapi betina dan anaknya tersebut melakukan 
seleruhnya kepunyaaan milik Hj. Salma Binti Sainong bukan milik terdakwa dan 
terdakwa mengambilnya tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya; 
Menimbang, bahwa berdarsarkan pertimbangan urauan tersebut diatas, 
maka perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis hakim telah memenuhi unsur 
kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; 
c. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 
bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita 
bertempat dilokasi pembuangan sampah PT. Semen Bosewa, Dusun 
Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. 
Saksi Hj. Slma Binti Saining kehilangan sapi; 
Menimbang, bahwa awal mulanya sebelumnya terdakwa diberitahukan 
oleh saksi Hemma Dg Rua, untuk mengambil sapi dilokasi perumputan tersebut 
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dan terdakwa atas petunjuk dan perintah saksi Hemma Dg rua lalu menbgambil 1 
ekor sapi betina dengan ciri-ciri tanduk coko dan warana bulu merah, lalu satu 
ekor anakanya langsung atau otomatis mengikuti induknya sehingga dua ekor sapi 
tersebut lalu terdakwa simpan dikandang sapi di rumahnya. Selanjutnya dua ekor 
sapi tersebut lalu terdakwa jual kepada saksi H. Pacong Bin H. Beddu dengan 
harga  Rp.7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dua 
ekor sapi tersebut keesokan harinya terdakwa berikan kepada saksi Hemma Bin 
Dg.Rua, lalu saksi Hemma Dg. Rua memberikan uang sebesar Rp. 1.000.0000,- 
(satu juat rupiah) untuk terdakwa; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keteranagan terdakwa di persidangan  
bahwa saat terdakwa menjualkan saksi milik Hj. Salma Binti Sainong tersebut 
kepada saksi H. Pacong  Bin Beddu dilakukan oleh terdakwa atas perintah atau 
suruhan daei saksi Hemma Dg. Rua, yang mengakui bahwa sapi tersebut adalah 
miliknnya sehingga terdakwa percaya karena terdakwa kenal baik dengan saksi 
Hemma Bin Dg. Rua dan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Hemma Bin Dg. 
Rua juga memilki sapi. Oleh karena itu saat terdakwa mengambil sapi  dilokasi 
perumputan Desa Amessangeng, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, 
Kabupaten Maros, penguasaan terdakwa atas sapi tersebut bukan karena kejahatan 
berdasarakan uraian tersebut mejelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua 
dalam pasal ini terpenuhi; 
d. Unsur yang melakuakan, menyuruh melakuakan, dan turut serta 
melakuakan  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 
bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 
Wita bertempat dilokasi pembuangan sampah PT. Semen Bosowa di Dusun 
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Amessangeng, Desa Tukamasea, kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, 
saksi Hj. Salma Binti Sainong kehilangan sapi; 
Menimbang, bahwa benar awal mulanya sebelumnya terdakwa 
diberitahukan oleh saksi Hemma Bin Dg. Rua, untuk mengambil sapi miliknya 
dilokasi perumputan tersebut lalu atas petunjuk saksi Hemma Bin Dg. Rua, 
terdakwa lalu mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan ciri-ciritanduk coko dan 
warna bulu merah, lalu 1 (satu) ekor anaknya langsung otomatis mengikuti 
induknya sehingga sehingga dua ekor sapi tersebut lalu terdakwa simpan 
dikandang sapi di rumahnya. Selanjutnya dua ekor sapi tersebut lalu terdakwa jual 
kepada saksi H. Pacong Bin H. Beddu dengan harga  Rp.7.200.000,- (Tujuh juta 
dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dua ekor sapi tersebut keesokan harinya 
terdakwa berikan kepada saksi Hemma Bin Dg. Rua, lalu saksi Hemma Dg.Rua 
memberikan uang sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juat rupiah) untuk terdakwa;  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanagan tersebut diatas 
majelis hakim menilai perbuatan terdakwa selaku pedagang sapi seharusnya 
mengetahui bahwa dalam melakukan penjualan sapi haruslah dilengkaapi dengan 
surat-surat kepemilikannya. Namun dalam perkara ini terdakwa menjual sapi atas 
perintah saksi Hemma Bin Dg. Rua yang tidak dapat menunjukkan bukti 
kepemilikan atas sapinya tersebut, oleh karenanya perbuatan terdakwa yang 
dengan sengaja menjual sapi tanpa ada surat-surat keteangan adalah suatu 
perbuatan yang melawan hak sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah 
membantu terjadinya suatu tindak kejahatan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimabnagan tersebut diatas, 
majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke 
empat dalam pasal ini; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagan diatas maka mejelis hakim 
berpendapat dan memeperoleh keyakinan bahwa unsure-unsur pasal 372 KUHP jo 
pasal 55  ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dalam dakwaan kedua primair telah terbukti secra sah meyakinkan  
sehingga dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure-unsur dari pasal yang 
didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan 
didepan persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya terdakwa 
subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab maka terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakuakan tindak 
pidana yang kualifikasinya akan di sebutkan dalam amar putusan; 
Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan 
bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya dan menurut 
majelis hakim, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai 
dengan kondisi pelaku tindak pidana atau dengan kata lain bahwa pidana yang 
dijatuhkan harus disesuaikan/ atau diorientasikan pada pertimbangan individual 
pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perubahan-perubahan dan 
perkembanagn individu pelaku tindak pidana dan bukan semata-mata sesuai 
dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga pada akhirnya pidana yang 
dijatuhkan bersifat manusiawi dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan 
tetap menjunjung tinggi harkat martabat pelakunya, bersifat edukatif dalam artian 
bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang 
telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif 
dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta bersifat adil dalam 
arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adi dan menjadi sarana terbaik untuk 
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mengembalikan pada keadaan yang lebih baik untuk terpidana maupun korban  
dan juga masyarakat. 
Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari 
masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa masih dalam linkup pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 
(1) k-1 KUHP serta hakim tidk menemukan adanya alasan yang kuat untuk 
mengeluarkan terdakwa tersebut dari tahanan, maka terhadap terdakwa tersebut 
diperintahan untuk tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula 
untuk membayar biaya perkara ini; 
Menimbang, bahwa  terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor sapi 
betina, bulu warna merah, tanduk cokoh terdapat bekas luka  dia atas lutut 
belakang sebelah kanan, 1 (satu) ekor anak sapi betina, bulu merah dan tanduk 
masih kecil dan uang tunai pecahaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 
sebanayak 62 (Enam puluh dua) lembar jumlah Rp 6.200.000,- (Enam juta dua 
ratus ribu rupiah), seratus barang bukti ini akan disebutkan pada amar putusan 
dibawah ini ; 
Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu 
yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut 
dipertimbangkan dalam pitusan ini; 
Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan; 
MENGADILI: 
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1. Menyatakan terdakwa H. TABA BIN DG. HUSEN telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-
sama melakukan penggelapan” ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan selurhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 
a. 1 (satu) ekor sapi betina, bulu warna merah, tanduk coko terdapat berkas 
luka di atas  lutut belakang sebelah kanan; 
b. 1 (satu) ekor anak sapi betina, bulu merah dan tanduk masih kecil; 
6.  membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
C. Analisis Putusan Terhadap Terdakwa Yang Berlanjut Usia Pada 
Putusan No.75/Pid.B/2016/PN.Mrs. 
Tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu kepastian hukum, keadilan 
dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karenanya, bagi masyarakat yang tengah 
berhadapan dengan hukum mengharapkan sosok hakim yang dapat menciptakan 
keadilan bagi mereka.  
Berkaitan dengan perkara tersebut, maka penulis hanya melakukan 
wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Maros  dalam perkara 
ini yaitu Melisa
2
. 
Hakim dalam menangani proses persidangan menuangkan analisisnya 
dalam Putusan. Dalam putusan, hakim merujuk pada surat dakwaan Jaksa 
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 Melisa (35 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Maros, Wawancara,  Maros, 24 Juli 2017. 
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Penuntut Umum yang merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang 
pengadilan terhadap suatu tindak pidana. Hakim dalam memeriksa suatu perkara 
tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. 
Dalam kasus ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sapi 
yang didakwa oleh jaksa penunut umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas 
yaitu Kesatu Primair melangar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP 
Subsidair melangar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Primair 
melanggar ketentuan pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)  ke-1 KUHP Subsidair 
melanggar ketentuan pasal 372 KUHP.  
Dalam kasus tersebut, surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut 
Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, 
yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum serta 
identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian 
secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, jaksa 
menggunakan dakwaan Alternatif Subsidaritas, yaitu Kesatu Primair melangar 
ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP Subsidair melangar ketentuan pasal 
363 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Primair melanggar ketentuan pasal 372 
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)  ke-1 KUHP Subsidair melanggar ketentuan pasal 372 
KUHP. Kemudian, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat 
bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam dakwaannya tersebut adalah dakwaan 
kedua subsidair yaitu pasal 372 KUHP tentang penggelapan. 
Dalam kasus ini terdakwa telah melakukan kejahatan yang sangat 
merugikan  korban dan menarik perhatian masyarakat, karena tedakwa H. Taba 
Bin Dg. Husen yang telah lanjut usia terbukti secara sah dan  meyakinkan 
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bersalah  melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, tetapi 
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena 
penggelapan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 
KUHP. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan 
posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti beberapa keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan 
telah terbukti adanya kesesuaian satu sama lain saling berhubungan sehingga 
seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Maka 
dengan hal tersbut, penerapan hukum pidana materil dalam menjatuhkan putusan 
tindak pidana penggelapan  yang dilakukan oleh terdakwa yang lanjut usia dengan 
Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Maros, sudah tepat mengingat perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Oleh sebab itu, terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatan 
sebagaimana fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Sedangkan dalam 
hukum pidana materil terhadap terdakwa lanjut usia pada dasarnya tidak ada 
perbedaan yang mendasar apabila seseorang telah melakukan tindak pidana. 
Karena hukum pidana tidak membedakan status seseorang apabila dia melakukan 
kejahatan. Akan tetapi ada pertimbangan lain yang mempengaruhi pemikiran 
hakim dalam menjatuhkan putusannya sebab secara psikologis si terdakwa  sudah  
berstatus lanjut usia.
3
 
Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
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 Melisa (35 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Maros, Wawancara,  Maros, 24 Juli 2016. 
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hidup dalam masyarakat. Hal ini sangat tegas di jelaskan dalam pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan 
begitu, maka hakim wajib memahami kondisi dari tardakwa yang sudah lanjut 
usia agar dapat merasakan rasa keadilan atas hak yang dimiliki oleh terdakwa 
tersbut.  
Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lanjut usia. Pada saat 
melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara ini beliau 
memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang terdakwanya sudah 
berlanjut usia menyatkan bahwa:
4
 
Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang lanjut usia hakim 
tetap mempertimbangkan  dari aspek lanjut usianya. Akan tetapi untuk 
mempertimbangkan putusan tersebut yaitu tergantung kasus apa yang 
dilakukan si  Terdakwa. Sehingga untuk mengukur meringankan putusan 
terdakwa tergantung pula berat dan ringannya tindak kejahatan yang di 
lakukan Terdakwa. 
Namun berdasarkan hasil penelitian nomor putusan 75/Pid.B/2016/PN. 
Maros, dalam putusan tersebut hakim tidak mencantumkan adanya tentang hal-hal 
yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan si terdakwa. Untuk menyikapi 
hal tersebut, hakim yang memutuskan perkara ini beliau mengatakan:
5
 
Dalam putusan tersebut memang tidak terdapat adanya menjelaskan 
tentang hal-hal yang meringankan dan hal- hal yang memberatkan namun 
tidak mengurangi rasa bersalah si terdakwa makanya terdakwa tetap 
dianggap bersalah dan melakukan kejahatan pidana dan harus 
mempertanggung jawabkan atas apa yang dia perbuat. 
 Hal tersebut bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 butir f yang 
menyatakan 197 ayat (1) huruf f KUHAP bahwa surat putusan pemidanaan harus 
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memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Jika tidak 
terpenuhinya ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP maka putusan hakim 
batal demi hukum. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat 2 
KUHAP “tidak terpenuhinya ketentutan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 
k dan l Pasal ini mengakibatkan batal demi hukum”. 
Hal ini terindikasi hakim dalam memutuskan perkara tersebut, pada 
dasarnya hakim tidak terlalu serius dalam menjatuhkan putusan tersebut sebab 
hakim tidak menggali dan mengkaji lebih dalam apa yang meringankan dan apa 
yang memberatkan dalam kasus terdakwa. Seharusnya hakim menerangkan 
tentang hal tersebut agar supaya ada tolak ukur putusan itu memang benar-benar 
sudah tepat dan tidak menimbulkan pidana yang berat sebelah atau ketidakadilan 
bagi salah satu pihak yang berperkara.  
 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari faktor yang 
meringankan merupakan refleksi dari sifat baik yang dimiliki oleh terdakwa pada 
saat persidangan berlangsung atau keadaan-keadaan yang dimiliki oleh terdakwa 
hal ini sebagaimana terdakwanya sudah lanjut usia dan faktor yang memberatkan 
merupakan refleksi dari akibat dari perbuatan terdakwa. 
74 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dasar penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa yang lanjut usia 
pada  putusan nomor 75/Pid.B/2016/PN.Mrs pada dasarnya tidak ada 
perbedaan mendasar apabila seseorang lanjut usia telah melakukan tindak 
pidana. Karena hukum pidana tidak membedakan status seseorang apabila 
dia melakukan kejahatan. Akan tetapi ada pertimbangan lain yang 
mempengaruhi pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusannya sebab 
secara psikologis si terdakwa  sudah  berstatus lanjut usia. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, terdapat 
kekeliruan karena didalam putusan hakim tidak menuangkan 
pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan pertimbangan hal-
hal yang meringankan terdakwa. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 
197 ayat 1 butir f yang menyatakan 197 ayat (1) huruf f KUHAP bahwa 
surat putusan pemidanaan harus memuat keadaan yang memberatkan dan 
yang meringankan terdakwa. Jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam 
pasal 197 ayat 1 KUHAP maka putusan hakim batal demi hukum. Hal 
tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHAP. 
B. Implikasi  
1. Bagi Peneliti 
Agar kiranya proses dan hasil penelitian ini dapat menambah  pengetahuan 
ilmiah yang berharga sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 
khususnya gambaran pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang lanjut usia. 
2. Bagi Institusi 
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Agar kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi 
dan referensi keilmuan dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap terdakwa yang lanjut usia. 
3. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan dijadikan  sebagai 
referensi dan bahan rujukan pengetahuan untuk meningkatkan  khazanah 
keilmuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa yang lanjut usia. Penulis mengharapkan agar 
masyarakat tidak  mengulangi tindak pidana  serupa yang dilakukan oleh 
terdakwa yang lanjut usia. 
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